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PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.P/2024/PA.PwI
2 Al »

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan

sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

MUHAMMAD ATON BIN UKKANG, NIK  7318200809-40001,
Tempat/Tgl/Lahir: Talion, 01 Januari 2004, umur 20 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat
kediaman di Dusun Sosso, Desa Saragian, Kecamatan Alu,

Kabupaten Polewali Mandar, dengan domisili elektronik pada

email mumutmatra6777@gmail.com, sebagai Pemohon I.

RAHMATIA BINTI RUSDIN, NIK 7203065605030002, Tempat/Tgl/Lahir: Sosso,
16 Mei 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun
Sosso, Desa Saragian, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali
Mandar, dengan domisili elektronik  pada  email
rahmatiajhi0l@gmail.com, Nomor Handphone 08533927442,
sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11
September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali
pada tanggal 11 September 2024 dengan register perkara Nomor

381/Pdt.P/2024/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam
pada tanggal 03 Agustus 2021 di Dusun Sosso, Desa
Saragian, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah

adalah ayah kandung Pemohon Il bernama Rusdin, yang dinikahkan oleh
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Imam Masjid An’Nimat bernama Ruaeni, karena wali nikah mewakilkan
padanya, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan
secara tunai oleh Pemohon | kepada Pemohon Il, dengan saksi dua orang
laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Suharjo dan
Harun BA,;

2. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus Perjaka dan Pemohon II
berstatus Perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ersya Qiandra binti Muhammad
Aton, umur 1 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan
keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan,
tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan
hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il dan selama itu pula Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah
terjadi perceraian dan Pemohon | dan Pemohon Il tidak terikat dengan
perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah memiliki Buku Nikah
karena pada saat menikah Pemohon | dan Pemohon Il masih dibawah umur,
sehingga Imam yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan
setempat;

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il memerlukan penetapan isbat nikah
dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon | dan
Pemohon Il dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon | dan
Pemohon 1l mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;
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2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (MUHAMMAD ATON BIN
UKKANG) dengan Pemohon I (RAHMATIA BINTI RUSDIN) yang
dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2021 di Dusun Sosso, Desa
Saragian, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.
Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus
dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Menyatakan permohonan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp170.000,00 (seratus tuju puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh
Ahmad Zubair Hasyim, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama
Polewali, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga didampingi oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti

tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti Hakim Tunggal
Abd. Azis, S.H. Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.
1. PNBP Rp 60.000,00
2. Proses ;‘?p 100.000,00
3. Panggilan Rp 0.000,00
4. Materai ;‘?p 10.000,00

Jumlah Rp 170.000,00

( seratus tujuh puluh ribu rupiah )
Perincian Biaya Perkara :
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